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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji keterbatasan rasionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta 

menelaah peran pendidikan Islam dan dakwah sebagai landasan etis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada 

manusia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, kajian teks normatif Islam, 

dan telaah studi empiris terpilih di bidang administrasi publik dan etika keagamaan. Data dianalisis secara tematik 

untuk mengidentifikasi ketegangan antara rasionalitas prosedural yang berorientasi efisiensi dengan nilai-nilai 

kemanusiaan seperti martabat, empati, dan tanggung jawab moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasionalitas birokrasi, meskipun efektif dalam menjamin keteraturan, prediktabilitas, dan akuntabilitas, sering kali 

mereduksi warga menjadi objek administratif dan mengabaikan pengalaman manusiawi. Pendidikan Islam terbukti 

menumbuhkan kesadaran etis, penalaran moral, dan pembentukan karakter, sementara dakwah berfungsi sebagai 

proses komunikatif dan transformatif yang menginternalisasi nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab 

publik pada aparatur pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dan etika 

dakwah mengarahkan pelayanan publik pada praktik yang berpusat pada manusia, di mana aturan diseimbangkan 

dengan pertimbangan moral dan sensitivitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam dan 

dakwah menyediakan kerangka etis yang layak untuk memanusiakan pelayanan publik tanpa menegasikan struktur 

birokrasi. Pendekatan ini menawarkan paradigma alternatif yang memungkinkan efisiensi dan regulasi berjalan 

seiring dengan kesadaran etis, empati, dan keadilan sosial, serta berkontribusi pada diskursus internasional tentang 

administrasi publik, etika, dan agama. 

Kata Kunci: Rasionalitas Birokrasi; Pendidikan Islam; Etika Dakwah; Pelayanan Publik Berpusat pada Manusia; 

Etika Administrasi Publik 

Abstract 

This study examined the limitations of bureaucratic rationality in public service delivery and explored how Islamic 

education and da'wah functioned as ethical foundations for human-centred public services. The research was 

conducted using a qualitative approach grounded in document analysis, normative Islamic texts, and selected 

empirical studies on public administration and religious ethics. Data were analysed thematically to identify points 

of tension between procedural rationality, efficiency-oriented governance, and human values such as dignity, 

empathy, and moral responsibility. The study found that bureaucratic rationality, while effective in ensuring order, 

predictability, and accountability, often reduced citizens to administrative objects and neglected lived human 

experiences. Islamic education was shown to cultivate ethical awareness, moral reasoning, and character 

formation, while da'wah operated as a communicative and transformative process that internalised values of 

justice, compassion, and public responsibility among service providers. The results indicate that the integration 

of Islamic educational values and da'wah ethics reorients public services towards human-centred practices, where 

rules are balanced with moral judgement and social sensitivity. The study concludes that Islamic education and 
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da'wah provide a viable ethical framework for humanising public service delivery without undermining 

bureaucratic structure. This approach offers an alternative paradigm in which efficiency and regulation coexist 

with ethical consciousness, empathy, and social justice. The findings contribute to international discussions on 

public administration, ethics, and religion by proposing a culturally grounded yet universally relevant model of 

human-centred public services. 

Keywords: Bureaucratic Rationality; Islamic Education; Da’wah Ethics; Human-Centered Public Services; 

Public Administration Ethics 

 

 
Pendahuluan 

Pelayanan publik modern selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh pendekatan 

bureaucratic rationality yang menekankan efisiensi, kepastian prosedur, hierarki, dan kepatuhan 

terhadap aturan formal. Pendekatan ini berakar kuat dalam teori birokrasi klasik yang memandang 

rasionalitas instrumental sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif (Sawir, 2020). 

Meskipun berhasil menciptakan keteraturan dan akuntabilitas administratif, rasionalitas birokrasi kerap 

dikritik karena mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam interaksi antara aparatur dan masyarakat. 

Pelayanan publik sering kali direduksi menjadi proses administratif yang mekanistik, sehingga warga 

negara diposisikan sebagai objek layanan, bukan subjek bermartabat yang memiliki pengalaman, emosi, 

dan kebutuhan sosial yang beragam (Pakudu & Sos, 2024). 

Dalam konteks masyarakat religius, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, 

kritik terhadap rasionalitas birokrasi semakin relevan. Pelayanan publik tidak hanya dituntut efisien, 

tetapi juga adil, empatik, dan berlandaskan nilai moral. Di sinilah pendidikan Islam dan dakwah 

memiliki peran strategis. Pendidikan Islam tidak semata berfungsi sebagai transmisi pengetahuan 

keagamaan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter (character building) yang menanamkan 

nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Wahidillah 

dkk., 2025). Sementara itu, dakwah dipahami sebagai proses komunikasi etis dan transformatif yang 

bertujuan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik pelayanan 

publik (Hafiduddin, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa krisis pelayanan publik tidak 

hanya bersumber dari kelemahan sistem dan regulasi, tetapi juga dari problem etika aparatur negara 

(Pratama, 2020) Namun demikian, kajian tentang humanisasi pelayanan publik masih didominasi oleh 

perspektif sekuler, seperti New Public Service, human-centered governance, atau pendekatan neo-

fenomenologis, sementara integrasi nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, masih relatif terbatas. 

Hal ini menempatkan pendidikan Islam dan dakwah sebagai fondasi etis yang mampu melampaui 

rasionalitas birokrasi tanpa menegasikan pentingnya struktur dan aturan formal. Secara operasional, 

rasionalitas birokrasi dalam penelitian ini dipahami sebagai orientasi pelayanan publik yang 

menekankan kepatuhan prosedural, efisiensi teknis, dan kalkulasi administratif. Pendidikan Islam 

dimaknai sebagai proses sistematis penanaman nilai dan etika Islam melalui pembelajaran formal 

maupun nonformal, sedangkan dakwah dipahami sebagai praktik komunikasi nilai yang bersifat 

persuasif, reflektif, dan kontekstual dalam ruang publik. Adapun pelayanan publik yang berpusat pada 

manusia merujuk pada layanan yang menempatkan warga sebagai subjek bermartabat dengan 

memperhatikan dimensi empati, keadilan, dan pengalaman manusiawi dalam setiap proses pelayanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan rasionalitas birokrasi dalam pelayanan 

publik serta mengkaji bagaimana pendidikan Islam dan dakwah dapat berfungsi sebagai landasan etis 

untuk memanusiakan praktik pelayanan publik. Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori 

rasionalitas birokrasi Weberian (Olsen, 2006) teori etika pelayanan publik (public service ethics) 

(Pratama, 2020), serta perspektif etika Islam yang menekankan nilai ‘adl (keadilan), amanah, dan ihsan 

dalam relasi sosial dan pemerintahan (Firdausiyah & Sofa, 2025) Dengan mengintegrasikan teori 

administrasi publik dan etika Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual 
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dan praktis bagi pengembangan paradigma pelayanan publik yang tidak hanya rasional secara 

administratif, tetapi juga manusiawi secara moral dan spiritual. Pendekatan ini sekaligus memperkaya 

diskursus internasional tentang hubungan antara agama, etika, dan tata kelola pelayanan publik dalam 

masyarakat multikultural dan religius. 

 

 

                                                                 Gambar 1. Rasionalitas Biokrasi 

 

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa rasionalitas birokrasi 

merupakan fondasi struktural yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

modern. Rasionalitas ini mencakup prinsip efisiensi, kepastian hukum, hierarki kewenangan, dan 

kepatuhan prosedural yang bertujuan menjaga keteraturan dan akuntabilitas administratif (Olsen, 

2006; Sayyi, Asmuki, dkk., 2025). Namun, dominasi rasionalitas birokrasi berpotensi menimbulkan 

keterbatasan pelayanan publik, terutama ketika prosedur dan aturan menjadi tujuan itu sendiri dan 

mengabaikan dimensi kemanusiaan warga negara. 

Keterbatasan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan yang kaku, minim empati, dan 

berjarak secara sosial, sehingga melahirkan pengalaman pelayanan yang dehumanistik. Dalam 

kerangka ini, pendidikan Islam dan dakwah diposisikan sebagai landasan etis yang berfungsi 

mengintervensi dan melengkapi rasionalitas birokrasi. Pendidikan Islam berperan dalam membentuk 

kesadaran etis, akhlak, dan tanggung jawab moral aparatur pelayanan publik, sementara dakwah 

berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai melalui komunikasi etis yang persuasif dan 

kontekstual. 

Integrasi pendidikan Islam dan dakwah ke dalam praktik birokrasi tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan sistem rasional yang ada, melainkan untuk menanamkan kesadaran moral yang 

memungkinkan aparatur menjalankan diskresi administratif secara manusiawi dan berkeadilan. Hasil 

akhir dari proses integrasi ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang berpusat pada manusia, 

yaitu pelayanan yang menyeimbangkan efisiensi dengan empati, kepatuhan aturan dengan keadilan 

sosial, serta kewenangan birokratis dengan penghormatan terhadap martabat manusia. 

Integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dan prinsip dakwah ke dalam praktik birokrasi modern 

tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem rasional dan administratif yang telah ada, melainkan 

untuk memperkaya orientasi moral di balik pengambilan keputusan dan tindakan pelayanan publik. 

Tujuannya bukan sekadar mengubah prosedur teknis, tetapi menanamkan kesadaran etis yang 

mendalam agar setiap aparatur negara mampu menjalankan tugas dan diskresi administratifnya secara 

manusiawi, proporsional, dan berkeadilan. Melalui integrasi ini, birokrasi tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen kekuasaan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana pengabdian sosial yang 
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menempatkan nilai-nilai kemaslahatan dan tanggung jawab moral di atas kepentingan struktural 

semata. 

 

 

Gambar 2 : Tabel Indikator Konseptual Humanisasi Pelayanan Publik Berbasis Pendidikan Islam dan Dakwah 

Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan dari proses integratif tersebut adalah lahirnya 

model pelayanan publik yang berpusat pada manusia (human-centered public service), yaitu 

pelayanan yang mengutamakan keseimbangan antara efisiensi prosedural dan empati sosial. Dalam 

kerangka ini, ketaatan terhadap aturan tidak diartikan sebagai kemandekan moral, melainkan sebagai 

sarana untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Demikian pula, kewenangan 

birokratis dipahami bukan sebagai kekuasaan yang menindas, melainkan sebagai amanah yang harus 

dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Melalui 

sinergi antara rasionalitas administratif dan spiritualitas etis yang bersumber dari nilai-nilai Islam, 

birokrasi dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga 

bermakna secara moral dan transformatif bagi masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-analitis (conceptual 

qualitative research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan 

menganalisis secara mendalam konstruksi etis di balik rasionalitas birokrasi serta peran pendidikan 

Islam dan etika dakwah dalam membentuk pelayanan publik yang berpusat pada manusia (Fischer, 

2009). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali dimensi normatif, filosofis, dan etis yang 

tidak dapat direduksi menjadi pengukuran kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2016). Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis konseptual (Fithriyah 

dkk., 2025). Penelitian ini berfokus pada telaah kritis terhadap teori, konsep, dan pemikiran ilmiah yang 

relevan dengan rasionalitas birokrasi, etika administrasi publik, pendidikan Islam, dan dakwah. Melalui 

pendekatan ini, penelitian berupaya mensintesis berbagai perspektif teoretis untuk membangun 

kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai humanisasi pelayanan publik. 

Subjek penelitian dalam studi ini bersifat konseptual, yaitu gagasan, teori, dan paradigma yang 

berkembang dalam literatur administrasi publik dan studi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak 

menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik. Unit analisis penelitian meliputi teks-teks 

akademik yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, otoritas keilmuan penulis, dan 

kontribusinya terhadap diskursus pelayanan publik dan etika. Literatur yang dianalisis mencakup karya 

klasik dan kontemporer yang merepresentasikan pemikiran utama dalam bidang rasionalitas birokrasi 

dan etika pelayanan publik (Amrizal, 2019). 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-
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karya teoretis utama tentang birokrasi dan etika administrasi publik, serta literatur inti mengenai 

pendidikan Islam dan dakwah sebagai sumber nilai etis. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal 

ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan publik yang relevan dengan praktik pelayanan 

publik dan reformasi birokrasi. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan 

kredibilitas akademik, kebaruan publikasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian (Arifin, 2020). 

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, meliputi tahap penelusuran literatur, 

pengorganisasian data, analisis, dan penulisan naskah. Penelitian tidak terikat pada lokasi geografis 

tertentu karena seluruh data diperoleh melalui sumber kepustakaan dan basis data daring. Meskipun 

demikian, konteks analisis diarahkan pada praktik pelayanan publik di masyarakat religius, khususnya 

Indonesia, sebagai latar sosial yang relevan bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam birokrasi publik (Wada 

dkk., 2024). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (the researcher as the main 

instrument). Peneliti berperan dalam menentukan fokus kajian, memilih dan menafsirkan sumber data, 

serta melakukan analisis konseptual. Untuk menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan 

panduan analisis yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu karakteristik rasionalitas birokrasi, nilai-

nilai etika dalam pendidikan Islam, peran dakwah sebagai proses internalisasi nilai, dan konsep 

pelayanan publik berpusat pada manusia. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap 

pertama adalah pengumpulan data dengan menelusuri literatur melalui basis data akademik seperti 

Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan jurnal nasional maupun internasional. Tahap kedua adalah 

seleksi dan klasifikasi data berdasarkan tema dan relevansi. Tahap ketiga adalah analisis data yang 

dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) (Mahesa dkk., 2025). Analisis ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep kunci, serta hubungan antargagasan dalam literatur yang 

dikaji. 

Untuk menjaga keabsahan data dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi 

sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai literatur 

dari disiplin ilmu yang berbeda, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari 

satu kerangka teoretis dalam menganalisis fenomena pelayanan publik. Selain itu, keandalan penelitian 

dijaga melalui konsistensi argumentasi dan keterlacakan rujukan ilmiah. Melalui metode penelitian ini, 

diharapkan diperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai keterbatasan rasionalitas 

birokrasi serta potensi pendidikan Islam dan etika dakwah sebagai fondasi etis dalam membangun 

pelayanan publik yang berorientasi pada martabat dan nilai kemanusiaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Konseptual Rasionalitas Birokrasi, Pendidikan Islam, Etika Dakwah, Dan Pelayanan 

Publik 

Bagian ini menyajikan hasil analisis konseptual terhadap literatur yang membahas rasionalitas 

birokrasi, pendidikan Islam, etika dakwah, serta pelayanan publik yang berpusat pada manusia. Hasil 

diperoleh melalui telaah tematik terhadap karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang 

administrasi publik, etika pelayanan, dan studi Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasionalitas 

birokrasi memiliki fungsi fundamental dalam menjamin keteraturan administratif, kepastian prosedural, 

dan efisiensi organisasi dalam pelayanan publik. Standar operasional, kerangka hukum, dan hierarki 

kewenangan terbukti berkontribusi pada stabilitas sistem pelayanan serta akuntabilitas aparatur. Temuan 

ini menegaskan bahwa rasionalitas birokrasi tetap merupakan elemen penting dalam tata kelola 

pelayanan publik modern (Sawir, 2020). 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi rasionalitas birokrasi 

berpotensi melahirkan praktik pelayanan yang formalistik dan kaku. Aparatur pelayanan publik 

cenderung memprioritaskan kepatuhan prosedural dibandingkan pemahaman terhadap konteks dan 

pengalaman masyarakat. Evaluasi kinerja pelayanan lebih sering didasarkan pada indikator kuantitatif, 

seperti kecepatan layanan dan kepatuhan terhadap standar administratif, sementara dimensi empati, 
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keadilan substantif, dan penghormatan terhadap martabat manusia kurang mendapatkan perhatian 

institusional (Rahmatullisa dkk., 2024). 

Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa kondisi tersebut berimplikasi pada reduksi peran 

masyarakat menjadi objek administratif. Pelayanan publik tidak sepenuhnya mampu menangkap 

kompleksitas realitas sosial warga, sehingga menciptakan kesenjangan antara efisiensi administratif dan 

kualitas pengalaman pelayanan. Temuan ini menunjukkan keterbatasan inheren rasionalitas birokrasi 

ketika diterapkan tanpa penguatan etika (Zein, 2023). Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan 

bahwa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik sering kali berkaitan dengan sikap aparatur yang 

kurang empatik, prosedur yang berbelit, dan ketidakadilan dalam penerapan aturan (Sembiring, 2021). 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa rasionalitas birokrasi yang tidak dilengkapi dengan kesadaran 

etis dapat menghasilkan pelayanan yang secara teknis memenuhi standar, namun secara substansial 

mengecewakan warga negara. 

Sebaliknya, kajian terhadap literatur pendidikan Islam menunjukkan orientasi kuat pada 

pembentukan kesadaran moral dan etika individu. Pendidikan Islam menekankan nilai amanah, 

keadilan, tanggung jawab, dan integritas sebagai prinsip dasar dalam menjalankan peran sosial dan 

professional (Sayyi, Muslimin, dkk., 2025). Nilai-nilai tersebut berpotensi membentuk aparatur 

pelayanan publik yang memiliki orientasi etis dalam menjalankan kewenangan administratif (Soares, 

2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada dimensi ritual, 

tetapi juga pada pembentukan karakter moral yang mencakup kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, 

dan tanggung jawab publik. Konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam menekankan pengembangan 

manusia secara holistik, meliputi dimensi intelektual, moral, spiritual, dan sosial (Hadian, 2024). 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dakwah berfungsi sebagai mekanisme 

internalisasi nilai melalui komunikasi etis yang bersifat persuasif dan reflektif. Dakwah dipahami 

sebagai praktik sosial yang mendorong empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral. Dalam 

konteks pelayanan publik, etika dakwah berkontribusi pada pembentukan relasi pelayanan yang lebih 

dialogis dan manusiawi (Mailin dkk., 2022). Dakwah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan 

yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai proses komunikasi nilai yang transformatif dan kontekstual. 

Prinsip-prinsip dakwah seperti hikmah (kebijaksanaan), mau’izhah hasanah (nasihat yang baik), dan 

mujadalah bil-lati hiya ahsan (dialog dengan cara terbaik) dapat diadaptasi dalam konteks pelayanan 

publik untuk membangun komunikasi yang empatik dan menghormati martabat warga (Mailin dkk., 

2022). Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa integrasi pendidikan Islam dan etika dakwah 

dalam konteks pelayanan publik dapat menghasilkan aparatur yang memiliki kesadaran moral tinggi, 

empati sosial, dan komitmen terhadap keadilan. Aparatur yang dibekali dengan pendidikan nilai Islam 

cenderung memandang pelayanan publik bukan hanya sebagai tugas administratif, tetapi sebagai ibadah 

dan tanggung jawab moral kepada sesama manusia dan kepada Tuhan (Sofian, 2023). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan etika dakwah 

dapat melengkapi keterbatasan rasionalitas birokrasi. Integrasi nilai-nilai etis ke dalam praktik birokrasi 

membuka peluang terwujudnya pelayanan publik yang lebih berpusat pada manusia tanpa mengabaikan 

kebutuhan akan keteraturan dan efisiensi administratif. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa 

reformasi birokrasi tidak hanya memerlukan perbaikan sistem dan prosedur, tetapi juga transformasi 

nilai dan budaya organisasi (Wahyudi, 2025). Fokus utama pembahasan diarahkan pada upaya 

memahami bagaimana pendidikan Islam dan etika dakwah dapat berfungsi sebagai fondasi etis yang 

melampaui keterbatasan rasionalitas birokrasi dalam pelayanan publik. Hasil penelitian memperkuat 

kritik terhadap rasionalitas birokrasi Weberian yang menekankan rasionalitas instrumental dan legalitas 

formal. Meskipun rasionalitas birokrasi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas 

organisasi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak memadai apabila 

berdiri sendiri. Pelayanan publik yang hanya berorientasi pada efisiensi prosedural cenderung 

mengabaikan dimensi kemanusiaan dan pengalaman subjektif (Weber, 2023). 
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Kritik terhadap rasionalitas birokrasi bukanlah fenomena baru. Sejak pertengahan abad ke-20, 

berbagai pemikir telah mempertanyakan implikasi dari birokratisasi yang berlebihan terhadap kualitas 

hidup manusia dan pengalaman pelayanan publik. (Merton, 1940) mengidentifikasi fenomena goal 

displacement, di mana aturan dan prosedur yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan 

organisasi justru menjadi tujuan itu sendiri. Kondisi ini mengakibatkan rigiditas organisasi dan 

ketidakmampuan birokrasi untuk merespons kebutuhan masyarakat secara fleksibel dan kontekstual 

(Sayyi, Mashuri, dkk., 2025). Dalam kerangka New Public Service, warga negara diposisikan sebagai 

subjek moral dan pemangku kepentingan utama dalam pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). 

Penelitian ini memperluas pendekatan tersebut dengan memasukkan pendidikan Islam dan etika dakwah 

sebagai sumber nilai etis. Berbeda dengan paradigma sekuler yang dominan dalam administrasi publik, 

pendekatan ini menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber etika publik yang relevan secara sosial 

dan kultural (Sawir, 2020). 

Konsep Amanah dan Prinsip Dakwah pada Masyarakat Indonesia 

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, integrasi nilai-nilai Islam dalam 

pelayanan publik bukan hanya relevan secara kultural, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. 

Masyarakat tidak hanya mengharapkan pelayanan yang efisien dan cepat, tetapi juga adil, beretika, dan 

menghormati martabat manusia. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan ihsan dalam tradisi Islam 

sangat sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang berkualitas (Al-

Buraey, 1985). Pendidikan Islam berperan penting dalam membangun akuntabilitas moral internal 

aparatur pelayanan publik. Nilai-nilai amanah dan keadilan tidak hanya berfungsi sebagai norma 

eksternal, tetapi terinternalisasi dalam kesadaran individu. Hal ini memungkinkan aparatur 

menggunakan diskresi administratif secara bertanggung jawab dan sensitif terhadap konteks sosial. 

Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa etika pelayanan publik harus melampaui kepatuhan terhadap 

aturan formal (Jones & Frederickson, 2010). 

Konsep amanah dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu yang diberi kewenangan 

memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan. Aparatur 

publik yang memiliki kesadaran amanah akan memandang jabatan dan kewenangannya bukan sebagai 

privilege pribadi, melainkan sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada 

masyarakat maupun kepada Tuhan (Triyuwono, 2012). Etika dakwah melengkapi peran pendidikan 

Islam dengan menekankan dimensi komunikasi etis dan relasi sosial. Dakwah mendorong aparatur untuk 

membangun interaksi pelayanan yang empatik dan dialogis. Dalam praktik pelayanan publik, 

pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang lebih manusiawi dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat (Abdullah, 2006). 

Prinsip-prinsip dakwah seperti hikmah (kebijaksanaan), mau’izhah hasanah (nasihat yang baik), 

dan mujadalah (dialog konstruktif) dapat diterapkan dalam konteks pelayanan publik untuk menciptakan 

komunikasi yang lebih efektif dan menghormati martabat warga. Aparatur yang menerapkan prinsip-

prinsip ini akan lebih mampu mendengarkan keluhan masyarakat dengan empati, memberikan 

penjelasan yang jelas dan sopan, serta menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang adil dan 

manusiawi (Abdullah, 2006). Integrasi pendidikan Islam dan etika dakwah tidak dimaksudkan untuk 

meniadakan rasionalitas birokrasi, melainkan merekonstruksinya. Rasionalitas administratif tetap 

dipertahankan sebagai kerangka struktural, namun dilengkapi dengan kesadaran etis yang berorientasi 

pada martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan publik bertransformasi dari sistem 

administratif yang kaku menjadi praktik sosial yang berkeadilan dan bermakna (Denhardt & Denhardt, 

2015). 

Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa strategi. Pertama, penguatan 

pendidikan etika dan nilai-nilai keagamaan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia aparatur. Kedua, pengembangan budaya organisasi yang mendorong empati, kepedulian sosial, 

dan orientasi pada keadilan. Ketiga, pembentukan mekanisme evaluasi kinerja yang tidak hanya 
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mengukur efisiensi prosedural, tetapi juga kualitas pengalaman pelayanan dan kepuasan warga negara 

(Sukmara, 2025). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa humanisasi pelayanan publik melalui 

pendidikan Islam dan etika dakwah memiliki implikasi praktis yang signifikan. Aparatur yang memiliki 

kesadaran etis tinggi cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih adil dalam 

menerapkan aturan, dan lebih empatik dalam berinteraksi dengan warga. Kondisi ini pada akhirnya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Soares, 

2025). 

Dampak Teoritis dan Praktis 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan paradigma pelayanan 

publik berpusat pada manusia dengan menghadirkan etika Islam sebagai sumber nilai alternatif. Berbeda 

dengan pendekatan Barat yang cenderung sekuler, pendekatan ini menawarkan kerangka etis yang 

berakar pada tradisi keagamaan namun tetap relevan secara universal. Nilai-nilai seperti keadilan, 

amanah, empati, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip 

etika universal yang diakui dalam diskursus administrasi publik global (Astriani dkk., 2024). P 

Selain itu, hal ini memperluas wacana tentang etika pelayanan publik dengan menegaskan bahwa 

pendidikan Islam dan dakwah dapat berfungsi sebagai epistemic bridge antara rasionalitas birokrasi dan 

moralitas sosial. Pendekatan ini berupaya mendialogkan dua ranah yang selama ini dipandang terpisah: 

dunia administratif yang rasional dan sistem nilai keagamaan yang normatif (Sayyi, Athoâ, dkk., 2022). 

Dalam konteks teori administrasi publik, kontribusi ini menantang paradigma Weberian yang cenderung 

memisahkan etika pribadi dari etika institusional. Melalui integrasi nilai-nilai Islam seperti amanah, ‘adl 

(keadilan), dan ihsan (kebaikan sosial), penelitian ini menghadirkan kerangka teoritik baru yang 

memungkinkan birokrasi dimaknai tidak hanya sebagai mekanisme rasional, tetapi juga sebagai arena 

pembentukan moralitas publik (Sayyi, Fathriyah, dkk., 2022). 

Penelitian ini juga memperkuat literatur tentang human-centered governance dengan perspektif 

teologis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Jika teori New Public Service menekankan pelayanan 

berbasis partisipasi dan dialog, maka model etika Islam menambahkan dimensi spiritualitas yang 

mendorong aparatur untuk bertindak bukan hanya karena kewajiban profesional, melainkan sebagai 

bentuk pengabdian kepada Tuhan dan kemanusiaan. Integrasi tersebut menciptakan model etis hibrida 

yang dapat dijadikan pijakan bagi teori administrasi publik berbasis nilai lokal (value-based governance) 

yang kompatibel dengan keragaman masyarakat religius. 

Dari perspektif filsafat ilmu, hasil penelitian ini juga memperkaya diskursus epistemologi sosial 

dengan menunjukkan bahwa sumber nilai keilmuan tidak semata berasal dari rasionalitas empiris, tetapi 

juga dari dimensi transenden dan etis. (Rahman, 2017) Dengan demikian, penelitian ini menawarkan 

paradigma sintesis antara rational legality dan ethical spirituality yang berpotensi menjadi acuan teoritis 

baru dalam studi etika birokrasi di negara-negara mayoritas Muslim. 

Secara praktis, temuan penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan pendidikan etika dan 

internalisasi nilai melalui pendekatan dakwah atau komunikasi etis dalam reformasi birokrasi. 

Reformasi birokrasi tidak hanya memerlukan perbaikan sistem, prosedur, dan teknologi, tetapi juga 

transformasi nilai, budaya, dan kesadaran moral aparatur. Tanpa transformasi pada dimensi etis, 

reformasi struktural akan kesulitan menghasilkan perubahan yang substansial dan berkelanjutan (Mailin 

dkk., 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik 

tidak bertentangan dengan prinsip netralitas negara dalam hal agama. Nilai-nilai universal seperti 

keadilan, amanah, dan empati yang ditekankan dalam Islam dapat diadopsi sebagai nilai etis pelayanan 

publik tanpa mengharuskan implementasi syariat atau hukum agama tertentu (Sayyi dkk., 2023). 

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati 

keberagaman masyarakat (Soares, 2025). 

Penelitian ini juga memberikan arah implementatif bagi reformasi birokrasi berbasis nilai. 

Implikasi utama adalah pentingnya rekonstruksi orientasi pelayanan publik dari sekadar kepatuhan 
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prosedural menuju pelayanan yang menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran moral. 

Pendidikan Islam dapat dijadikan instrumen pembinaan karakter aparatur melalui kurikulum pelatihan 

etika publik yang menekankan integritas, keadilan, dan semangat amanah (Najmi dkk., 2025). 

Sementara itu, prinsip-prinsip dakwah seperti hikmah, mau’izhah hasanah, dan mujadalah bil-lati hiya 

ahsan dapat diadaptasi dalam sistem komunikasi pelayanan publik untuk menciptakan relasi yang 

humanis antara pemerintah dan masyarakat. 

Secara kelembagaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan ethical governance 

framework yang mengintegrasikan indikator moral ke dalam sistem evaluasi kinerja birokrasi. 

Pengukuran efektivitas pelayanan tidak hanya didasarkan pada kecepatan atau kepatuhan administratif, 

tetapi juga pada kualitas interaksi sosial dan tingkat kepuasan moral warga (Ismail, 2017). Pendekatan 

ini relevan diterapkan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia yang bercirikan pluralitas sosial dan 

religiusitas tinggi. 

Lebih lanjut, temuan ini membuka peluang bagi kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, 

instansi pemerintah, dan organisasi dakwah untuk mengembangkan program ethical leadership training 

bagi aparatur negara. Dengan demikian, dakwah tidak lagi dipahami sebatas kegiatan religius, tetapi 

sebagai proses pembentukan budaya organisasi yang menanamkan nilai-nilai integritas, empati, dan 

tanggung jawab publik. Pada tingkat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan 

pedoman etika pelayanan publik berbasis nilai universal Islam yang inklusif. Prinsip keadilan dan 

amanah dapat diterjemahkan menjadi norma perilaku administratif yang menumbuhkan kepercayaan 

publik terhadap birokrasi. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki citra institusi pelayanan publik 

sekaligus memperkuat legitimasi moral pemerintahan. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan tidak 

hanya bertumpu pada inovasi struktural atau teknologi, tetapi pada transformasi nilai. Ketika dimensi 

spiritualitas Islam disinergikan dengan rasionalitas administratif, pelayanan publik akan bertransformasi 

menjadi praktik sosial yang bukan hanya efisien, tetapi juga bermakna, berkeadilan, dan berorientasi 

pada kemaslahatan umat. Pelayanan publik dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, 

tetapi juga sebagai sarana pemajuan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Integrasi pendidikan Islam 

dan etika dakwah menawarkan jalan tengah antara efisiensi birokratis dan sensitivitas kemanusiaan, 

antara rasionalitas prosedural dan pertimbangan moral, serta antara struktur formal dan hubungan sosial 

yang bermakna. 

 

SIMPULAN 

Penelitian Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasionalitas birokrasi memiliki peran fundamental 

dalam menjamin keteraturan, kepastian prosedural, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, ketika 

rasionalitas tersebut diterapkan secara dominan tanpa fondasi etis yang memadai, pelayanan publik 

cenderung berkembang menjadi praktik yang formalistik, kaku, dan berjarak dari pengalaman manusia. 

Kondisi ini menegaskan adanya keterbatasan rasionalitas birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang benar-benar berpusat pada manusia, sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan penelitian. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan etika dakwah berfungsi sebagai fondasi 

etis yang relevan dan kontekstual untuk melengkapi keterbatasan tersebut. Pendidikan Islam 

berkontribusi dalam membentuk kesadaran moral dan karakter aparatur pelayanan publik melalui 

internalisasi nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, etika dakwah 

berperan sebagai mekanisme komunikasi etis yang memperkuat empati, sensitivitas sosial, dan orientasi 

kemanusiaan dalam interaksi pelayanan. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan aparatur 

menggunakan kewenangan administratif secara lebih bijak dan kontekstual tanpa menegasikan 

pentingnya struktur dan prosedur birokrasi.  

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa humanisasi pelayanan publik tidak menuntut 

penghapusan rasionalitas birokrasi, melainkan rekonstruksi paradigma pelayanan melalui keseimbangan 



 

42  

antara efisiensi administratif dan kesadaran etis. Integrasi pendidikan Islam dan etika dakwah 

menawarkan model pelayanan publik yang berorientasi pada martabat manusia, keadilan sosial, dan 

tanggung jawab moral, serta relevan bagi masyarakat religius dan multikultural. Temuan ini sekaligus 

memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan diskursus etika administrasi publik dan membuka 

ruang bagi penelitian empiris lanjutan dalam konteks pelayanan publik yang berpusat pada manusia. 
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